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RINGKASAN

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat
atau democratie (democracy). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah
rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-
samadengan rakyat. Dalam  sistem  konstitusional ~ Undang-Undang
Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan
menurut prosedur  konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan
konstitusi(constitutional democracy).

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy)
dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan
dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Cita-cita kedaulatan tergambar dalam
Pembukaan UUD 1945, terutama dalam rumusan alinea 1V tentang dasar negara
yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Dalam alinea ini, cita-cita
kerakyatan dirumuskan secara jelas sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sedangkan dalam
rumusan pasal 1 ayat (2), semangat kerakyatan itu ditegaskan dalam ketentuan
yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan
rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan
kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk
pemerintahan guna mengurus dan melayani lapisan masyarakat, serta memilih
wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan
rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih
pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu
pasangan secara langsung, serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi
melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-

undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik



Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran
pendapatan dan belanja untuk membiayai fungsi-fungsi tersebut. Dari penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, Pemilu merupakan sarana
memilih pemimpin dan wakilnya sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat.

Dalam studi-studi tentang pemilu terdapat dua aspek yang harus ada yakni,
sistem pemilu (electoral system/law) dan proses pemilu (electoral processes).
Sistem pemilu berarti instrument untuk menterjemahkan perolehan suara di dalam
pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Secara
umum terdapat empat rumpun sistem pemilu, yaitu sistem pluralitas/mayoritas
(plurality/majority  systems), sistem perwakilan  berimbang/proporsional
(proportional representation systems), sistem campuran (mixed systems), dan
sistem-sitem lain (other systems). Sedangkan proses pemilu terkait dengan pilihan
elemen teknis pemilu, misalnya besaran daerah pemilihan (district magnitude),
metode pencalonan (electoral formula), metode pemberian suara (balloting
formula), dan metode penghitungan suara.

Sistem pemillu (electoral system) yang dianut di Indonesia adalah sistem
pluralitas/mayoritas (plurality/majority systems) calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyaklah
memperoleh kursi di DPR, dan DPRD. Namun penentuan kursi calon terpilih di
DPR tidak demikian. Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas
perolehan suara paling sedikit 4 % (empat perseratus) dari jumlah suara sah secara
nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Apabila
partai politik peserta Pemilu tidak memenuhi ambang batas perolehan suara
paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah nasional, meskipun calon
anggota DPR dari partai tersebut memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)
Daerah Pemilihan (Dapil) calon, maka calon tersebut tetap tidak memperoleh
kursi di DPR, dengan demikian suara calon tersebut tidak dihitung (hangus).
Aspirasi rakyat sebagai pemilih yang telah memilih wakilnya melalui Pemilu
tersebut menjadi tidak terwakili di DPR, dengan demikian substansi dari

kedaulatan rakyat telah dirampas dengan sistem Pemilu yang demikian. Dengan



sistem perhitungan penentuan anggota DPR terpilih sebagaimana diatur dalam
Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum maka puluhan juta suara rakyat akan sia-sia.

Penentuan calon terpilih anggota DPR sebagaimana pasal 414 ayat (1) UU
Pemilu telah melanggar asas keadilan yang merupakan asas dalam
penyelenggaraan Pemilu. Dengan tidak terwakilinya puluhan juta aspirasi rakyat
yang telah disalurkan melalui Pemilu untuk memilih wakilnya di DPR maka
kedaulatan rakyat pun telah dirampas oleh negara melalui sistem pemilu yang
tidak tepat.

Ketentuan Pasal 414 ayat (1) tersebut terdapat kelemahan yang akan
mereduksi kedaulatan rakyat, penulis berpendapat perlu dilakukan penataan
ulang/rekonstruksi terhadap Pasal 414 ayat (1) tersebut.

Dari uarian latar belakang masalah tersebut ditemukan tiga permasalahan
yang mendasar yaitu: 1. Mengapa ambang batas perolehan suara Lgislatif (DPR)
setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum
berkeadilan ? 2. Bagaimana problematika ambang batas perolehan suara Pemilu
Legislatif (DPR) setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 saat ini ? 3. Bagaimana rekonstruksi ambang batas perolehan suara Pemilu
Legislatif (DPR) yang berbasis nilai keadilan Pancasila? Sedangkan tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1.Untuk menganalisis ambang batas
perolehan suara pemilu legislatif (DPR) setelah amandemen UUD Neagara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum berkeadilan. 2. Untuk menganalisis
problematika ambang batas perolehan suara pemilu legislatif (DPR) setelah
amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini. 3. Untuk
melakukan rekonstruksi ambang batas perolehan suara Pemilu legislatif (DPR)
yang berbasis keadilan Pancasila?

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa
teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut yaitu: pertama,

sebagai Grand Theory adalah Teori Keadilan Bermartabat, kedua, sebagai Middle



Theory adalah Teori kedaulatan rakyat, dan ketiga, sebagai Apply Theory adalah
Teori Hukum Progresif.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non doktrial, sifat
penelitian socio-legal research, dengan menggunakan paradigma constructivism
theory. Pendekatan yang digunakan pendekatan yaitu pendekatan socio-legal
research.

Sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yakni data
primer dan data sekunder yaitu, sebagai berikut: (a) Data primer, data yang
diperoleh dari penelitian melalui wawancara dengan politisi (anggota DPRD
Provinsi), akademisi (dosen ULM, dan STIH Berau), dan praktisi (Advokat)
berkaitan dengan Pemilu DPR (legislative). .(b) Data sekunder, yaitu data yang
diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri
dan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Pemilu dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari
dokumen, buku-buku literatur, dan bahan hukum tertier diperoleh dari jurnal, dan
Internet.

Temuan pertama, ambang batas perolehan suara Lgislatif (DPR) setelah
amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum berkeadilan.
Pelaksanaan Pemilu setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diberlakukan (perlemntary threshold) ambang batas
perolehan suara partai politik peserta Pemilu untuk dapar diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi di DPR. Sehingga Partai Politik Peserta Pemilu yang
tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak dapat diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi di DPR (legislatif), meskipun calon anggota DPR dari
partai tersebut memperoleh suara sama dengan atau lebih besar dari BPP,
sehingga tidak mewujudkan keadilan.

Temuan kedua, problematika ambang batas perolehan suara Pemilu
Legislatif (DPR) setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 saat ini, dengan diberlakukannya ambang batas perolehan suara Pemilu

Legislatif (DPR) maka ada puluhan juta suara rakyat yang telah menggunakan hak



pilihnya dalam Pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat menjadi sia-
sia dan tidak dihargai, sistem Pemilu yang demikian telah mencederai bahkan
mereduksi kedaulatan rakyat.

Temuan ketiga, rekonstruksi ambang batas perolehan suara Pemilu
Legislatif (DPR) diharapkan dapat mewujudkan nilai keadilan Pancasila, baik
bagi rakyat maupun calon anggota Legislatif (DPR) yang dipilih oleh rakyat.
Dengan dilakukannya penataan ulang/rekonstruksi khususnya Pasal 414 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan dapat
meminimalisir hilangnya suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya
melalui Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Adapun hasil rekonstruksi Pasal
414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Partai
Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling
sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, Partai Politik yang tidak
memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat perseratus)
harus bergabung dengan seluruh partai politik yang perolehan suaranya kurang
dari 4% (empat perseratus) sampai mencapai ambang batas perolehan suaranya
sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus). Rumusan pasal tersebut diharapkan
dapat meminimalisir suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan terbuang
sia-sia dan diharapkan dapat mewujudkan nilai keadilan Pancasila.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua implikasi, yaitu implikasi teoritis
dan implikasi praktis. Implikasi teoritis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan
dapat memberikan informasi empiris menganai implementasi atau pelaksanaan
Pemilu Indonesia yang kurang sejalan dengan ideologi Pancasila yang berbasis
keadilan. Soal parlementary threshold sangat berpotensi terbuangnya suara lebih
besar yang terbuang sia-sia. Akan terjadi satu dan/atau dua-tiga partai politik yang
suaranya hilang sia-sia, dikalahkan oleh satu partai yang berhasil memperoleh
empat persen suara.

Sedangkan implikasi praktis, Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan

bahwa perlu upaya lebih arif dari berbagai komponen bangsa untuk menghadirkan



aturan hukum pemilihan umum sebagai penjelmaan demokrasi yang dinilai lebih
ideal dan dirasa lebih mencerminkan demokrasi Indonesia berbasis nilai keadilan
Pancasila. Dengan makin idealnya aturan yang ada, maka akan dapat diharapkan
demokrasi Indonesia yang lebih baik, yang benar-benar mencerminkan keadilan
berdasarkan ideologi Pancasila.

Berdasarkan temuan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka penulis
memberikan rekomendasi; agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
perlu merubah/merekonstruksi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017.
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